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 The simultaneous Regional Head Election in Jepara and Pati Districts was 
over. As a result, the losing candidate pair in Jepara Regency submitted the 
process of requesting cancellation of the Determination of Voting for the Election 
of the Regent and Deputy Regent of Jepara in the Constitutional Court (MK). 
Empty box volunteers in Pati Regency also submitted an application for 
cancellation of the Election of Election Determination of the Election of the 
Regent and Deputy Regent of Pati in the Constitutional Court. For this reason, 
this thesis discusses the process of the emergence of an application and the 
process of submitting an application and analyzing prospectively after the 
decision on the application for Election Results Disputes (PHP) in the 
Constitutional Court to support the democratization process. 
 This thesis approach is juridically empirical by analyzing the problem by 
combining legal materials with primary data obtained in the field. The research 
targets are KPU commissioners, Bawaslu commissioners, candidate pairs of 
regents and deputy regents, members of the success team, administrators of 
bearer political parties, and Empty Box volunteers. 
 As a result, the request of the applicant who submitted the cancellation 
of the Determination of Voting for the Election of the Regent and Deputy Regent 
of Jepara in the Constitutional Court was not acceptable. The Constitutional 
Court also granted the exception of the respondent and the party related to the 
applicant's legal standing. Petition for Geram Pati also cannot be accepted by the 
Constitutional Court. The exception of the respondent and related parties 
regarding the deadline for the applicant's submission was granted by the 
Constitutional Court panel of judges. 
 
 










Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Kabupaten 
Jepara dan Pati telah usai. Hasilnya pasangan calon yang kalah di Kabupaten 
Jepara mengajukan proses permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara 
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara di Mahkamah Konstitusi (MK). 
Relawan kotak kosong di Kabupaten Pati juga sama mengajukan permohonan 
pembatalan Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati 
di MK. Untuk itu, tesis ini mendeskrispsikan proses munculnya permohonan dan 
proses pengajuan permohonan serta menganalisa prospektif pasca putusan 
permohonan Perselisihan Hasil Pemilu (PHP) di MK untuk mendukung proses 
demokratisasi. 
Pendekatan tesis ini yuridis empiris dengan menganalisis permasalahan 
dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh 
di lapangan. Sasaran penelitian adalah komisioner KPU, komisioner Bawaslu, 
pasangan calon bupati dan wakil bupati, anggota tim sukses, pengurus partai 
politik pengusung, dan relawan Kotak Kosong.  
Hasilnya permohonan pemohon yang mengajukan pembatalan Penetapan 
Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara di MK tidak dapat 
diterima. MK juga mengabulkan eksepsi termohon dan pihak terkait legal 
standing pemohon. Permohonan Geram Pati juga tidak dapat diterima oleh MK. 
Eksepsi termohon dan pihak terkait tentang tenggat waktu pengajuan pemohon 
dikabulkan oleh majelis hakim MK. 
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